BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Mekanisme penerapan kantong plastik berbayar di Surabaya sudah sesuai
himbauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah
Surabaya mulai menerapkan kantong plastik berbayar pada tanggal 21
Februari 2016. Pada tahap awal uji coba, pemerintah kota Surabaya
melalui Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian melaksanakan himbauan dari pemerintah pusat ke setiap
perusahaan retail (minimarket) yang ada di Surabaya. Harga kantong
plastik yang diterapkan di Surabaya sebesar Rp. 200/lembar. Dana hasil
penjualan kantong plastik tersebut diserahkan kembali kepada perusahaan
retail dan pemerintah kota Surabaya tidak memungut sama sekali dana
tersebut. pihak pengusaha retail yang ingin memanfaatkan dana hasil
penjualan kantong plastik harus menggunakannya dalam kegiatan yang
mendukung kebijakan kantong plastik atau dapat berupa kegiatan yang
mendukung kelestarian lingkungan, sehingga manfaat dari penerapan
kebijakan kantong plastik tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah kota Surabaya hanya mendata laporan dari hasil penjualan
kantong plastik tersebut, namun juga ada sebagian perusahaan retail yang
langsung  menyerahkan laporannya kepada pemerintah pusat
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Selama masa uji coba,

pemerintah kota Surabaya juga telah melaksanakan sosialisasi kepada
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masyarakat serta melakukan gerakan atau kampanye pengurangan sampah

plastik.

. Ditinjau dari segi hukum Islam, kebijakan kantong plastik berbayar sudah

sesuai dengan landasan hukum maslahah mursalah. Kebijakan kantong

plastik berbayar juga sudah sesuai dengan syarat-syarat yang terkandung
dalam maslahah mursalah, antara lain:

a. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu maslahah yang
berhubungan dalam bidang muamalah bukan dalam bidang akidah
ataupun ibadah. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh KLHK,
temuan di lapangan menunjukan penurunan jumlah penggunaan
kantong plastik sekali pakai rata-rata 25% selama periode Januari —
Maret 2016. Pemerintah juga sudah menyiapkan aturan berupa
peraturan menteri sehingga kebijakan tersebut mendapat kepastian
hukum.

b. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan maslahah yang umum
bukan maslahah yang bersifat peroarangan. Tujuan kebijakan tersebut
secara jelas adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan
sehingga lingkungan yang lestari juga bisa dirasakan manfaatnya oleh
semua masyarakat.

c. Kebijakan kantong plastik berbayar tidak bertentangan dengan tujuan
syara’ dan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash. Dalam kebijakan

tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (hifdu nafs) karena
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pencemaran sampah plastik yang tertimbun dan sulit terurai dapat

menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia

B. Saran

1.

Pemerintah pusat hendaknya segera membuat kepastian hukum untuk
kebijakan kantong plastik berbayar berupa Peraturan Menteri sehingga
dapat dijalankan oleh semua pihak yang bersangkutan dan dapat

memberikan sanksi bagi yang melenggar peraturan tersebut.

. Hendaknya pemerintah bekerja sama dengan perusahaan retail untuk

melakukan inovasi dengan cara membuat kantong belanja berbahan ramah
lingkungan, sehingga tidak lagi menggunakan kantong belanja plastik

yang dapat mencemari lingkungan.

. Jika kantong plastik ramah lingkungan masih belum dapat diterapkan,

sebaiknya pemerintah menaikkan harga kantong plastik berbayar karena
harga yang diterapkan saat ini dinilai masih terlalu murah sehingga hal
tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat untuk lebih memilih
membawa kantong belanja sendiri daripada harus membeli kantong
plastik yang harganya mahal.

Pemerintah harus segera merealisasikan dana yang terkumpul dari
penjualan kantong plastik dalam bentuk kegiatan pelestarian lingkungan

yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.



